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a,

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

bahwa pertanaman Perkebunan adalah merupakan komoditi ekspor
utama untuk Daerah Bali ;

. bahwa pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat [ Bali telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5/FD
DPRD/1974 tanggal 19 Juli 1974, namun Peraturan Daerah tersebut
belum mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang ;

. bahwa oleh Pemerintah telah diserahkan sebagian Urusan Perke-

bunan Besar kepada Daerah Tingkat 1 Bali berdasarkan P.P. Nomor
22 Tahun 1975 ;

. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan

ketentuan pasal 49 U.U. Nomor 5 Tahun 1974 serta untuk mening-
katkan daya guna dan hasil guna Dinas Perkebunan Propinsi Daerah
Tingkat 1 Bali sejalan dengan perkembangan pembangunan: maka
dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebun-
an Propinsi Daerah Tingkat [ Rali.

. Undang-Undang Momor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-

merintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. No.
3037y;



2. Undang-Undang Nomor 64  lahun 1958 tentang pembentukan
Daergh  Tingkat I Bali, NTB. dan NTT. (LN. Tahun 1853 Nomor
115; TLN. Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang penyerahan
sebagian urasan Pemerintal Pusal di lapangan Perikanan Lautl, Ke-
hutanan dan Karel Rakyvat kepada Daevah Tingkat [ (LN, Tahun
1957 Nomer 167 TLHN. Nomor 1420} ;

4, Peraturan Pemerintah Nomeor 22 tahun 1975 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkelbunan Besar ke-
pada Daerah Tingkat I (LN, tabun 1975 Nomor 30 TLN. Nomor
30607 ;

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negerl dengan Menteri
Pertanian Nomor 179 tahun 1976 tentang Ketentuan Pelaksanauan

Nomor 429/ Kpts/ Org/ 7/ 76
daripada Peratumn Pemerintah Nomor 22/1975 tenting Penyerah-
an sebagian Urnusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar
kepada Daerah Tingkat I ;

G. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363/1977 lentang Pedo.
man Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

7. Kepulusmn Menteri Pertanian Republik [ndonesia Nomor 453/ Kpls/
Org/6/1980 tenpggal 23 Juni 1980 tentang Susunan Organisas dan
Tata Kerja Departemen Pertanian ;

B, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 1980 tentang Petun-
juk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisas dan
Tata Kerja Dinas Perkebunan,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat T Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAN TINGKAT [ BALI
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGEAT I
BALI

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Pemoerintah Daerah adalah Pemeriniah Propinsi Daerah Tinpgkat |
Bali ;

b, Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Bali ;
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e, Dewan Perwakilan Rakyatl Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Proping Daerah Tingkat
| Bali ;

2. Kepala Drinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsg Daerah Ting-
kat I Bali ;

{. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Proping Duerah
Tingkat I Bali yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkal 11 atau be-
berapa Kabupaten Tingkat IT ;

E. Unit Pelaksana Tenis Dinas adalah unsurpenunjang dari sebagian
tugas Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang me-
laksanakan fungs-fungsi tertentu berada langsung di bawah Kepala
Dinas.

BAB I
PEMBENTUKAN DINAS
Pasal 2

Ninas Perkebunan Propinsi Daerah Tinghat [ Bali yang sudah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5/PDJDPRD/ 1974 diatur kembali
pembentukannya denpan Peraturan Daerah ini

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1} Dinas Perkebunan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah,

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang ber-
ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4
Dinas Perkebunan mempunyai tugms :

a. melaksanakan sebagian urisan rumah tangga daerah dalam bidang
perkebunan ;

b, melaksanakan urusan tugas pembantuan (serta Tantra) yang diserah-
kan oleh Kepala Daerah kepadanya.
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Perkebun:
an mempunyai fungsi :



. perumusan kehijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembi.

naan, pemberian perijinan sesual denpan Kebijaksanaan vang di-
tetapkan oleh Kepala Daerah sesuai denpgan peraturan perundang
an yang berlaku ;

. pelaksanaan sesmuai denpan tupas pokoknya dan sesual dengan per-

aluran perundangan yang berlaku |

. penpamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok-

nya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dae-
rah berdazarkan peraturan perundangan yang berlaku,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

a,
b

2pRpR

Kepala Dinas ;

Bagian Tata Usaha :

Sub-Sub Dinas :

Cabang-cabang Dinas ;

Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas,

Fasal 7

Bagian Tata - Usaha terdir dari :

rasosR

Sub. Bagian Umum ;

. Sub, Bagian Kepegawaian ;

Sub, Bagian Keuangan ;

. Sub, Bapgian Perlengkapan ;

Sub, Bagian Efisiens & Tatalaksana,

Pasal 8

{1} Sub-sub Dinas dimaksud dalam pasal & adalah :

. Sub, Dinas Bina Program ;
. Sub, Dinas Produksi ;
. Sub, Dinas Bina Usaha Petani Perkebunan ;
. Sub. Dinas Perlindungan ;
Sub, Dinas Penyuluhan ;
Sub. Dinas Rehabilitasi & Perluasan Perkebunan,

R On rE

{2) Bub. Dinas Program terdiri dari :

a. Selksi Data & Statistik |
b. Seksi Perumusan & Penpendalian ;
¢, Seksi Evaluasi & Pelaporan,
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(3)

)

(6}

{7

(1)

{2)

Sub. DMnas Produks] terdiri dari ;
a, Seksi Kopi:

b. Seksi Kelapa ;

¢, Geks Aneka Tanaman ;

d. Scksi Pengolahan Hasil,

Sub. Dinas Bina Usaha Petani Perkebunan terdiri dari ;
a, Seksi Bimbingan Usaha & Perijinan Perusahaan |

b, Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;

¢. Schsi Informasi Pasar.

Suh. Dinas Perlindunpan terdiri dari :

a, Seksi Konservas Tanah & Air

b, Seksi Penpamanan, Peramalan & Pemberantasan Hama Pe-
nvakil

¢. Seksi Penpujian Mute Benih.

onh; Dinas Penvuluhan terdiri dari :
a, Seksi Latihan & keterampilan ;
b, Seksi l'ata Penyuluhan ;

c. Seksi Informas Penyuluhan.,

Sub. [inas Rehabilitasi & Perluasan Perkebunan terdivi dari ;
a. Seksi Penviapan Bahan Tanaman & Sarana Produksi ;

b. Seksi Pemantapan Lahan ;

©. Seksi Tata Laksina Perkreditan.

Pasal 9

Pembentukan, Susunan Organisad dan Tala Kerja Cabang Dinas
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri,

Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud
pada ayat {1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Cabang Dinas bual sementara dapat ditetaphkan denpan Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah yang uniuk berlakunya memer
lukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri Dalam Negeri, maka
Pembentukan, Susupan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksanaan
Teknis Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Eeputusan Gu-
bernur Kepala Daerah yang untuk berakunya memerlukan Persefujuan
Menteri Dalam Negeri,



Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagai ter-
maktub dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

BABR W
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama.
Kepala Dinas,
Pasal 12 °

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanalan
tupas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah
dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pertani-
at.

Bagian Kedua,
Bapgian Tata Usaha,
Pasal 13

(1) Bapian Tata Usaha mempunyai tugas :

a, mengadakan koordinasi, merumuskan kebijaksanaan umum ;

b. mengadakan pengelolaan umum, pembinaan dan pengawasan
terhadap soal-soal personil dan hubungan karyawan pada
umumnya, keuangan, materiil dan kekavaan umum Dinas
Perkebunan ;

¢. mengadakan penyusunan, pembinaan dan pengawasan ter-
hadap Organisasi dan prosedur kerja |

d. mengadakan, mendistribuikan dan menyalurkan segala ke-
bu tuhan materiil dalam lingkungan Dinas Perkebunan ;

¢, mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pada
penyusunan kebijaksanaan umum Perkebunan baik yang akan
dituangkan dalam Keputusin Gubernur Kepala Daerah mau-
pun dalam bentuk Peraturan Daerah ;

f. menyelenggarakan kesekretarialan dan urusn rumah tangga
Dinas Perke bunan ;

g menyelenggarakan segala kegiatan hubungan masyarakat.

{2} Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yanyg ber-
ada di bawah dan bertangpung jawab langsung kepada Kepala
Dinas,

Pasal 14
{1) Sub. Bagian Unum mempunyai figas :
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(2)

(3}

(4]

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya :

b, menyelenggarakan semua pekerjaan kelatausahaan Dinas Per.
kebunan ;

€. mengums soal-soal protokeler ;

d. mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakat,

Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tupas

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnva :

b. menyelenggarakan perencanaan administras dan mengendali.
kan karier personil dalam lingkungan Dinas Perkebunan :

¢, menampung persoalan tenaga dalam hubungan dengan kekava-
an maupun dengan instans Pemerintah vang berhubungan
dengan persoalan jaminan hidup ;

d. merencanakan, mengkoordinir dan membina sepala urusan
yang berhubungan erat dengan pembinaan kesejahiraan pe.
gawai ;

e. melaksanakan koordinasi dan pengarahan terhadap organisasi
propesi yang telab ditelapkan uniuk mencapai cfisiensi dan
slabilitasi,

Sub. Bagian Keuangan mempunyai Lugas ;

4. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnva :

b. merencanakan dan menyusun anggaran rutin Dinas Perkebun
an |

1

. menyelenggarakan dan mengawasi kewangan/finangil mana
pement anggaran rutin Dinas Perkebunan ;

d. melakukan finansiil kontrol secara periodik.

Sub. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

a, membanty Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tupasnya :

b, menyusun daftar rencana kebutuhan barang unit dan rencana
tahunan barang unit sesuai dengan anpparan vang Llersedia
serta dengan perkembangan keadaan ;

c. melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan
yvang telah tersusun pada hurf b ;

d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang
ke dalam buku pembantu dan menginventarisic barang barang
milik Dinas Perkebunan ;

e, menguns soil-soal yang bertalian dengan kerumahtanpgpaan
dengan Perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan Perumah-
an, Gedungpedung Kantor, Mess, Kendaman Bermotor dan
menyelenggarakan kepiatan perjalanan dinas ;

. menyusin rencana penghapusin  barang.barang  inventaris
dan mengajukan wsul kepada lepala sagian Tata Usaha,



{6)

{1)

{2)

(1)

(2}

(3)

Sub, Baglan Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

b. mengkoordinir pengetikan surat-sural, expedisi, pengiriman
surat dan brosur ;

¢, pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan
Lingkungannya ;

d, mengatur penppunaan alat-alat tulis dan alat-alat Kanlor

& pengaturan acara keberangkalan kendaraan bermolor

f. pengawasan kelertiban dan keamanan Kantor,

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub,

Bagian yang bevada di bawah dan bertanggang jawakb langsung ke-
pada Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Ketiga.
Sub, Dinas Bina Program.
Pasal 15

Sub. Dinas Bina Program mempunyai tugas dan fungsi menyeleng.
garakan urusan pengumpulan processing data-data/statistik Per-
ke bunan, perumusmn dan pengendalian serla evaluas dan pelapor-
dart,

Sub, Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub.
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke-
pala Dinas

Pasal 16

Seksi Duta dan Statistik mempunyai tugas :

a, pengumpulan dan processing data tentang areal dan produksi
tanaman Perkebunan dan tanaman Perkebunan Besar Swasta |

b. penpumpulan data penunjang seperti data perdagangan, curah
hujan, Unit-unit pengolihan produksi dan pemetaan dan lain
sebapainya,

Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. penyusunan rencand-rencana proyek-proyek sekloral |

b, penyusinan rencana.rencana proyek-proyek regional yang ber-
asal dari Sub, Dinasdinas dan Kantor Cabang Dinas menurut
ketentuan dan ketetapapn vang ada baik mengenai bentuk, su-
sunan Serta tata caranys ;

c. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
proyek.proyek baik sektoral maupun regional melalui laporan
dan pengecekan langsung di lapangan.

Seksi evaluasi dan Pelaporan mempunyal tugas ;

217



28

(4)

(1)

{2)

(1)

(2}

{3)

(4)

(5)

a, penyuainan laporan bulanan ;
b, penyusunan laporan friwulan dan semesteran
€. penyusunan lapovan tahunan dan lima tahunan,

Masing-masing Seksl dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub, Dinas,

Bagian Kempal
SUB. DINAS PRODUKSI
Pasal 17

Sub. Dinas Produksi mempunyai tugas dan fungsi menyeleng
parakan urusmn-unusan kopi, kelapa dan aneka twnaman yang Ler-
diri dari aneka tanaman tahunan dan aneka tanaman semusim,

Sub, Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub, Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

Pasal 18

Seksi Kopi mempunyai tugas ;

Fenyelenggaraan penpawasan dan bimbingan Kultur teknik ke
bun-kebun kopi dan perkebunan kopi Swasta berikut processin g
nya.

Scksi Kelapa mempunyai tugas
Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur telnik kelapa
rakyal dan perkebunan kelapa Swasta berikut processingnya,

Seksi Aneka Tanaman mempunyai tugas :

a, penyelengparaan pengawasan dan bimbingan Kultur tekmik
kebun aneka tanaman tahunan rakyat dan perkebunan aneka
tanaman Swasta berikut processingnya

b, penyelenggaraan penpawasan dan bimbingan Kollur Teknik
kebun aneka tanaman semusm rakyal dan perkebunan aneka
tanaman semusim Swasta begkut processingnya.

Seksi Penpgolahan Hasil mempunyai ;
Penyelenggaraan pengawasan dun bimbingan Kultur Teknik pe.
ngolahan hasil produksi perkebunan,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang ber-
ada di bawzh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub. Dinas.



(1)

(2)

(1

(2}

BF

(4}

(1)

(2)

(1)

Bagian Helima.
SURB. MMNAS BINA USAHA PETANI
Pasal 19

Sub. Dinas Bina Usaha Petani mempunyai tugas dan fungsi me.
nyelenggarakan vrusan.umismn bimbingan usaha, perijfinan per-
usahaan, peman faatan sumber daya dan informasi pasar,

Sub, Dinas Bina Usaha Petan dipimpin oleh seorang Kepala Suh,
Dinas yang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Ke-
pila Dinas,

Pasal 20
Seksi Bimbinpan Usaha dan Perifinan Perusahaan mempunyai
fugas :
a, penpurasan permochonan hak gana usaha, rekomendasi kredit
dan perijinan perusahaan ;
b, Penpumsan perkreditan dan perbankan ;
. menyelenggarakan pembinaan usaha tani dan institus pemba-
ngunan pertanian.

Seksi Pemanfaatan sumber Daya mempunyai tugas :
melaksanakan penyediaan alat-alat pertanian perkebunan dan
bahan-bahan {pupuk, pestisida),

Sekd Informasi Pasar mempunyai Lugas :

menyelenggarakan pengumpulan semua informasi yang berguna
bapi perbaikan mutu hasil dan kelancaran pemasaran.
Mazing-masing Seksi dipimpin oleh seorong Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub, Dinas,

Bagian Keenam.
SUR, DINAS PERLINDUNGAN
Pasal 21

Sub. Dinas Perlindungan mempunyai lugas dan fungsi menyeleng.
garakan urusan-urusan konservasi tanah dan air, pengamatan pe-
ramalan & pembrantasan hama penyakit, dan pengujian mutu be-
nih.

Sub. Dinas Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub, Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pazal 22
Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai lugas :
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(2)

()

()

(1)

(2)

{1)

{2)

(3)

penyelenggaraan pengawasan tanah dan tata guna tanah.
Seksi Pengamatan Peramalan & Pembrantasan Hama Penvakil
mempunyai tugas ;

a4, penyelenggaraan observasi serta penelitian hama dan penyakit
serta mengadakan analisa dan peramalan daripada kemnungkin-
an timbulnya peletusan hama/penvakit ;

b, pemeliharaan peralatan dan penyediaan bahan pembrantas
hama dan penyakit ;

e, penyclenggaraan pembrantasan hama dan penyakit dan pem-
binaan aparal pembrantas hama,

Seksi Penpujian Mutu Benih mempunyai ugas

penyelenggaraan pengujian mutu benih dan standarisast bahan
tanaman/bibit,

Masing-masing Seks dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang ber
ada di bawah dan bertangming jawab langsung kepada Kepala
Sub, Dinas,

Bagian Ketujuh,
SUR DINAS PENYULUHAN
Paszal 23

Sub, Dinas Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi menyeleng.
garakan latihan dan ketrampilan karvawan dan petani, menyuasun
tata penyvuluhan menyelenggarakan informasi-informasi dan
publikasi-publikasi perkebunan,

Sub, Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub, Dinas
vang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala
Dinas,

Pasal 24

Seksi Latihan dan Ketrampilan mempunyai tugas

menyelenggarakan latihan dan ketrampilan bagi petani dan karya-

wan.

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

A, menyusun tata penyuluhan dan menyelenggarakan penyuluh.
an ;

b. menyelenggarakan dan menyusmuin dokumentasd/pameran (film
cetak, slide, mofie film) dan mengoperasikan/memelihara alat.
alat penyuluhan :

¢, menyelenggarakan perpusiakaan,

Seksi Informasi Penyuluhan mempunyai tugas ;
& menyelenggarakon informasi dan publikasi perkebunan (Bulle.



(4]

tin, Brosur, Leaflat dan sebapainya) ;

b. menyelenggarakan tugastugas Humas dan penyiaran Kepada
masvarakat umum melalul media massa,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang ber-
ada di bawah dan bertangpgung jawab langsung kepada Kepala
Sub. Dinas,

Bagian Iedelapan.

Sub, Dinas Rehehbilitasi dan Perluasan Perkebunan,

(1)

i1

(2)

(3)

(4)

(1}

{2)

Pasal 25
Sub. Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan mempunyai
tugas ;
menyiapkan bahan tanaman, sarana produksi pemantapan lahan
serta pentatalaksanaan kredit,

Sub, Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub, Dinas vang berada di bawah dan bertanggung
jawah kepada Kepala Dinas,

Pazal 26
Seksi Penyiapan Bahan Tanaman dan Sarana Produksi mempu.
nyai lugas :
menyelenggarakan persiapan bahan tanaman dan sarana produksi
vang dipergunakan untuk rehabilitas dan perluasan perkebunan,

Seksi Pemantapan Lahan mempunyai tugas

menyelenggarakan persiapan pemantapan lahan rehabilitad dan
perluasan perkebunan.

Seksi Tata Laksana Perkreditan mempunyal tugas :

a, menyelenggarakan pengurusan perfanjian kredit dan penatalak-
sanaan dana kredit rehabilitasi dan perluasan perkebunan ;

b. melakukan monitoring penggunaan kredit rehabilitasi dan per-
luasan perkebunan,

Masing-masing Seksl dipimpin oleh scorang Kepala Selisi yang ber-
ada di bawah dan bertangpung jawab langsung kepada Kepala
Sub, Dinas,

BAB VI
TATA — KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya antarm Dinas Perkebunan dan Ins-
tansi Vertikal yvang umisannya sejenis wajib diselenpgarakan atas
dasar hubunpan fungsional dengan cara vang sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan tugasnya aniara Dinas Perkebunan dan I
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(1)

(2]

(3}

1)

(1)

(2)

{3}

1)

i2)

nas Daevah Tingkat II wajib diselengparakan atas dasar hubung
an fungsional dengan cara vang sebaik-baiknya.

Fasal 28

Kepala Dinas, dalam melaksanalan tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinas baik dalam lingkunpan dinasnya maupun dalam
hubungan antara Dinas dengan [nstansi-instansi lainnya.

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Repala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing
dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembaniy dan pelaksana
vang berada dalam lingkungan dinasnva,

Bilamana Kepala Dinas memandang pertu untuk mengadakan per-
ubahan Kebijaksanaan vang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepa-
la Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Dae-
rah untuk mendapat Kepulusan.

Pasal 29

Setiap Pimpinan satuan organisasifunit kerja vang terdapal dalam
lingkungan Dinas Perkebunan bertanpmng jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan
bimbingan serta pelunjuk-petunjuk pelaksanaan bap tugas ba.
wahannya,

Setiap Pimpinan stuan organisasifunit kerja dalam lingkungan
Dinas Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-pe.
tunjuk dan menyampaikan laporan pada waklunya kepada atas
anmyi,

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan wnit kesatuan organi-
sasi darl bawahan, diolah dan digunakan sebapai bahan unluk
penyuluban laporan lebih lanjut.

BABE VI

KEPEGAWALAN

Pasal 30
Kepala Dinas dianghat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah,

Kepala Bagian, Kepala Sub, Dinas, Kepala Sub. Bagian, Kopala
Seksi diangkal dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Dacrah
alas usul Kepala Dinas,

Pasal 31

Jenjang kepangkalan dan susunan kepegawaian Dinas Perkebunan akan



diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 32
Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atan bantuan dari Peme.
rintah Pusat dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yung sah.

BAR IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjui oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenal pelak-
FAnadnnya.

Pasal 34

(1)  Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a, Lidak berlaku lapi Surat Kepuiusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsl Bali langgal 10 April 1979 Nomor 11/HOT.C/1979
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebun.
an Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali ;

b, mencabut Peraturan Dacrah Propinsi Bali Nomaor 5/PD{DPIRD{
1974 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Tingkat I Bali.

{2} Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanpgal diundanghkan
dalam Lembarn Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

Denpasar, 10 Desember 1882,

Dewan Perwakilan [takyal Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali,
Tinghkat I Bali,
Kelua, b,
ttd,
{1 GUSTI PUTU RAKA, 5H ). (MANTRA)

NIF.: 1300395363,

Disahkan Menteri Dalam Neperi dengan Surat Kepulusan
Momor : 08LG1-1035 tanggal : 20 Desember 1984,

a3
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Dacrah Tingkat T Balj

MNomeor ; 2 tangpal ;29 Januard
Seri D Momor @ 2

Tahun 1985

Seketaris Wilayah /Daerah Tinglat | Rali,
tLd,

Drs. SEMBAH SUBHAKTI
NIT, 010023938,
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR

05 TAHUN 1982
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

(U.P.T.)

DINAS PERKEBUNAN FROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI

KEPALA

UrT.

i

SEKSI
TATA USAHA

SEKSI
TEENIK
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 05 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

UMUM

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Propinsi Daerah Ting
kat I Bali telah membentuk Dinas Perkebunan sebagai yang ditetapkan dengan ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Nopember 1973 Nomor:
27 Des [/M/30 dan telah mengatumya pula dalam Peraturan Daerah. Peraturan Da-
erah lersebut sampai dengan saat ini belum disahkan oleh penjabat yang berwenang,

Dengan telah diserahkannya sebagian dar urusan Pemerintah Pusat di bidang
Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat | Bali berdasarkan PP Nomor 22 Tahun
1975, dan untuk menyelenggarakan umsan.urusan perkebunan yang telah discrah.
kan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara lebih berdaya guna dan berhasil
puna serta berhubung dengan ketentuan pasal 4% Undangundang Nomor 5 Tahun
1974 yang menyatakan bahwa, Pembentukan, Susunan Orpanisasi dan Formas
Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pembentukan dan Susan.
an Organisas Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat [ Bali yang telah diteta o
kan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propins Bali tanggal 10 Nopember
1973 Nomor 27/ Des [)M/30 dan Peraturan Daerah sebagai tersebut di atas perlu di
tinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraluran Dueerah dengan memperhatikan
pedoman-pedoman yang termaktub dalam keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor
463 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 dan
petunjuk (kebijaksanaan Menteri Pertanian yang tertuang dalam suratnya tertanggal
30 September 1980 Nomor 69/Mentan/X [/ 1980 Rhs serta memperhatikan keadaan,
kepentingan dan kebutuhan Daerah.

PASAL DEMI FASAL
Pasal 1 sfd 34 : Cukup jelas,



